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ABSTRAK 

 

“Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa 

Bangunan Gedung dan Rumah Negara di Kementerian Keuangan” 

 

Aditya Endah Pertiwi, Nurliah Nurdin 

aditya.2443021052@stialan.ac.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa gedung kantor dan 

rumah negara berperan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, 

efisiensi belanja negara, dan keberlanjutan fiskal. Namun, penggunaan dan 

pemanfaatan gedung kantor dan rumah negara di Kementerian Keuangan belum 

sepenuhnya optimal, yang tercermin dari masih adanya satuan kerja yang 

menggunakan gedung sewa, aset idle dan underutilized, ketimpangan distribusi, 

serta rumah negara yang belum tertib secara administratif dan penghunian. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab belum optimalnya penggunaan dan 

pemanfaatan BMN serta merumuskan model optimalisasi yang dapat diterapkan 

pada unit kerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus group discussion. Analisis 

menggunakan teori manajemen aset sebagai landasan utama serta konsep 

optimalisasi BMN dan Asset Performance Review. Hasil penelitian menunjukkan 

tujuh penyebab utama, yaitu kualitas data dan legalitas yang belum konsisten, 

ketidaksesuaian fungsi dan distribusi aset, pengelolaan utilisasi yang belum aktif, 

pemanfaatan BMN yang belum dikelola sebagai portofolio potensi yang terukur, 

pemeliharaan reaktif, belum terintegrasinya perencanaan, evaluasi kinerja, dan 

keputusan anggaran, serta belum seragamnya kapasitas pelaksana dan tata kelola 

tindak lanjut. Penelitian menghasilkan Model Asset Repurposing and Integration 

berbasis Standar Barang dan Standar Kebutuhan serta Asset Performance Review 

untuk mendukung keputusan aset yang terukur, efisien, dan akuntabel. 

 

Kata kunci: Barang Milik Negara, Gedung kantor, Rumah negara, Optimalisasi 

aset, Standar Barang dan Standar Kebutuhan, Asset Performance Review. 
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ABSTRACT 

 

Optimization of the Use and Utilization of State Property Assets in the Form of 

Government Buildings and State Housing within the Ministry of Finance 

 

Aditya Endah Pertiwi, Nurliah Nurdin 

aditya.2443021052@stialan.ac.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

The use and utilization of State-Owned Assets in the form of office buildings and 

government housing play an important role in supporting the effective performance 

of organizational duties, public expenditure efficiency, and fiscal sustainability. 

However, the use and utilization of office buildings and government housing within 

the Ministry of Finance remain suboptimal, as reflected in the continued use of 

leased office buildings by several work units, the presence of idle and underutilized 

assets, uneven asset distribution, and government housing that remains 

administratively and occupancy-wise noncompliant. This study aims to analyze the 

causes of suboptimal State-Owned Asset use and utilization and to formulate an 

optimization model applicable to work units. The study employed a qualitative 

approach. Data were collected through interviews, observation, document review, 

and focus group discussions. Asset management theory served as the main 

theoretical foundation, supported by the concepts of State-Owned Asset 

optimization and Asset Performance Review. The findings identify seven main 

causes: inconsistent data quality and legal status, mismatches in asset function and 

distribution, inactive utilization management, State-Owned Asset utilization that 

has not yet been managed as a measurable portfolio of potential assets, reactive 

maintenance, weak integration among planning, performance evaluation, and 

budgetary decisions, and uneven implementation capacity and follow-up 

governance. The study develops an Asset Repurposing and Integration Model based 

on Goods and Needs Standards and Asset Performance Review to support 

measurable, efficient, and accountable asset decision-making. 

 

Keywords: State-Owned Assets, office buildings, government housing, asset 

optimization, Goods and Needs Standards, Asset Performance Review. 
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BAB I  

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Barang Milik Negara (BMN) merupakan sumber daya publik yang memiliki 

peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pengelolaan fiskal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara mendefinisikan BMN sebagai semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal 

dari perolehan lain yang sah. Pengertian tersebut menegaskan bahwa BMN 

merupakan hasil penggunaan sumber daya negara yang harus dikelola secara tertib, 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif yang lebih luas, 

pengelolaan BMN juga menjadi bagian dari strategi manajemen aset pemerintah 

yang berkaitan dengan kebijakan fiskal jangka menengah dan jangka panjang 

(World Bank, 2021). 

Ketentuan mengenai pengelolaan BMN selanjutnya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Pengelolaan BMN dilaksanakan melalui suatu siklus yang meliputi perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan 

dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Seluruh tahapan 

tersebut saling berkaitan untuk memastikan agar aset negara tidak hanya tercatat 

secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan 

pengadaannya. 

Dalam keseluruhan siklus pengelolaan BMN, penggunaan dan pemanfaatan 

memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan nilai guna aset. 

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang 

bersangkutan, sedangkan pemanfaatan merupakan pendayagunaan BMN yang 

tidak digunakan secara langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 



2 

 

kementerian/lembaga tanpa mengubah status kepemilikannya (Republik Indonesia, 

2020). Pemanfaatan dapat menghasilkan penerimaan negara dan/atau manfaat 

nonfinansial sesuai dengan bentuk, tujuan, dan ketentuan pengelolaannya. Dengan 

demikian, BMN yang idle, underutilized, tidak sesuai fungsi, tidak layak, atau tidak 

tertib legalitas menunjukkan adanya indikasi ketidakoptimalan dalam pengelolaan 

asset. 

Besarnya nilai aset pemerintah menunjukkan pentingnya pengelolaan BMN 

secara strategis. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, total aset 

pemerintah pusat meningkat dari Rp6.325 triliun pada 2018 menjadi Rp13.692,36 

triliun pada 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab 

pemerintah dalam mengelola aset terus bertambah. Oleh karena itu, pengelolaan 

BMN perlu diarahkan pada tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi 

pada kinerja aset agar peningkatan nilai aset juga diikuti oleh peningkatan manfaat 

bagi organisasi, pelayanan publik, dan keberlanjutan fiskal. 

Pentingnya pengelolaan aset juga pernah ditekankan oleh Sri Mulyani 

Indrawati bahwa aset negara harus dikelola secara aktif agar menghasilkan nilai 

tambah bagi organisasi dan masyarakat (UGM, 2018). Dalam konteks organisasi 

publik, nilai aset tidak hanya diukur dari besarnya nilai ekonomis, tetapi juga dari 

kemampuannya mendukung kualitas pelayanan, efisiensi anggaran, kepatuhan, dan 

penciptaan nilai publik. Oleh karena itu, peningkatan nilai aset pemerintah perlu 

diikuti dengan pengelolaan yang mampu memastikan bahwa setiap aset digunakan, 

dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta tujuan 

pelayanan publik. 

Meskipun nilai aset pemerintah terus meningkat, sejumlah persoalan 

pengelolaan BMN masih ditemukan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 

2024 Audited dan tindak lanjut pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa berdasarkan 

data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara per 7 Mei 2025, dari 135.433 

Nomor Urut Pendaftaran tanah masih terdapat 41.692 NUP yang belum 

bersertipikat. Selain itu, terdapat anomali data berupa 74 NUP yang terindikasi 

sebagai perolehan tahun 2025 dan 54 NUP yang terindikasi telah mengalami 
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transaksi keluar pada tahun 2025 meskipun data digunakan untuk penyajian posisi 

2024. Pemerintah juga masih mencatat 1.951 NUP sebagai aset tetap yang tidak 

digunakan dalam operasi pemerintahan dan BMN idle pada Bendahara Umum 

Negara senilai Rp14.113.278.239. 

Tabel 1.1. Rekapitulasi Permasalahan Pengelolaan BMN yang Tercermin dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 (Audited) 

No Permasalahan Data 2024 Implikasi 

1 Tanah BMN belum 

bersertipikat 

41.692 NUP dari total 

135.433 NUP tanah 

Menunjukkan legalitas aset 

belum sepenuhnya tuntas 

2 Anomali data pada 

SIMAN 

74 NUP terindikasi 

perolehan tahun 2025 dan 54 

NUP terindikasi transaksi 

keluar tahun 2025 

Menunjukkan kualitas dan 

konsistensi data masih perlu 

diperbaiki 

3 Aset tetap tidak 

digunakan dalam 

operasi 

pemerintahan 

1.951 NUP Menunjukkan masih 

adanya aset tetap yang tidak 

digunakan dalam operasi 

pemerintahan 

4 BMN idle yang 

masih tercatat pada 

BUN 

Rp14.113.278.239 Menunjukkan aset idle 

masih menjadi bagian dari 

persoalan pengelolaan 

 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 (Audited), diolah 

 

Data pada Tabel 1.1 merupakan gambaran pengelolaan BMN pada tingkat 

pemerintah pusat dan digunakan sebagai konteks umum untuk menunjukkan bahwa 

persoalan legalitas, kualitas data, status penggunaan, serta keberadaan aset yang 

tidak digunakan masih menjadi bagian dari tantangan nasional. Data tersebut tidak 

secara langsung merepresentasikan seluruh kondisi BMN di Kementerian 

Keuangan. Oleh karena itu, analisis penelitian ini tidak mendasarkan kesimpulan 

pada data nasional tersebut, tetapi menggunakan data spesifik Kementerian 

Keuangan, hasil telaah dokumen, observasi, wawancara, dan focus group 

discussion untuk menjelaskan kondisi penggunaan dan pemanfaatan gedung kantor 

serta rumah negara pada lokus penelitian. Dengan pembedaan tersebut, data 

nasional berfungsi sebagai latar makro, sedangkan fakta empiris Kementerian 
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Keuangan menjadi dasar utama dalam merumuskan masalah penelitian. 

Persoalan yang lebih spesifik ditemukan dalam pengelolaan gedung kantor 

dan rumah negara di Kementerian Keuangan. Berdasarkan profil BMN pada 

SIMAN per 31 Desember 2025, Kementerian Keuangan memiliki 1.529 unit 

gedung kantor dan 10.693 unit rumah negara yang tersebar pada unit pusat dan 

vertikal. Besarnya portofolio tersebut seharusnya menjadi sumber daya strategis 

untuk menyediakan ruang kerja yang memadai, mendukung pelaksanaan tugas 

organisasi, dan memenuhi kebutuhan hunian pegawai pada lokasi tertentu. Namun, 

ketersediaan aset belum sepenuhnya diikuti oleh penggunaan dan pemanfaatan 

yang optimal. 

Untuk memperjelas batas analisis, penelitian ini membedakan kondisi 

ketidakoptimalan penggunaan aset ke dalam lima kategori. Aset idle merupakan 

aset yang tidak digunakan. Aset underutilized merupakan aset yang digunakan di 

bawah kapasitas atau tingkat kebutuhan yang seharusnya. Aset tidak sesuai fungsi 

merupakan aset yang penggunaannya tidak selaras dengan tujuan, tugas, atau 

kebutuhan organisasi. Aset tidak layak merupakan aset yang kondisi fisik atau 

fungsionalnya tidak memenuhi persyaratan penggunaan. Sementara itu, aset tidak 

tertib legalitas merupakan aset yang dokumen kepemilikan, status penggunaan, 

penguasaan, atau perizinannya belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan. 

Pada kelompok gedung kantor, Dokumen Konsepsi Penataan Kawasan 

Kementerian Keuangan Tahun 2025 yang disusun oleh Biro Manajemen BMN dan 

Pengadaan menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan gedung kantor bagi 113 

satuan kerja yang belum mempunyai ruang kerja pada gedung milik sendiri. 

Kebutuhan tersebut mencapai sekitar 139.044 m² untuk menampung 4.630 

pegawai. Pada saat yang sama, berdasarkan Data Pemetaan Sewa Gedung Kantor 

Kementerian Keuangan Tahun 2024, masih terdapat 99 satuan kerja yang 

menempati gedung sewa. Fakta tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk 

memetakan keterkaitan antara aset yang tersedia, kecukupan ruang, lokasi, kondisi 

fisik, legalitas, dan kesesuaian dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan. 

Sebagian kebutuhan ruang berpotensi dipenuhi melalui optimalisasi aset yang telah 
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tersedia, tetapi keputusan tersebut tetap harus didasarkan pada hasil analisis yang 

memadai. 

Persoalan rumah negara meliputi rumah yang idle, underutilized, tidak 

sesuai fungsi, tidak layak, dan tidak tertib legalitas. Kondisi tersebut antara lain 

terlihat dari rumah negara yang tidak dihuni, dihuni oleh pihak yang tidak sesuai 

ketentuan, belum dilengkapi Surat Izin Penghunian, atau berada dalam kondisi 

rusak. Pada beberapa wilayah juga terdapat surplus rumah negara, sedangkan 

wilayah lain masih menghadapi kekurangan hunian. 

Berdasarkan studi pendahuluan melalui telaah dokumen dan observasi awal, 

persoalan penggunaan dan pemanfaatan gedung kantor serta rumah negara juga 

berkaitan dengan kualitas data dan kepastian legalitas. Masih ditemukan perbedaan 

antara data administratif dan kondisi aktual, aset tanah yang belum bersertipikat, 

rumah negara tanpa Surat Izin Penghunian (SIP), serta aset yang dikuasai atau 

dihuni oleh pihak yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut dapat menghambat 

proses pengambilan keputusan karena aset yang belum jelas status hukum, 

penggunaan, dan penguasaannya tidak dapat segera diarahkan untuk penggunaan 

bersama, rehabilitasi, redistribusi, pemanfaatan, atau bentuk optimalisasi lainnya. 

Kondisi fisik dan fungsionalitas aset juga menjadi bagian penting dari 

permasalahan. Sebagian gedung kantor dan rumah negara belum sepenuhnya 

mendukung kebutuhan pengguna karena mengalami kerusakan, memiliki tata ruang 

yang tidak sesuai, atau tidak lagi relevan dengan pola kerja organisasi. Aset tersebut 

dapat tetap tercatat sebagai aset yang tersedia, tetapi manfaatnya terhadap tugas dan 

fungsi organisasi menjadi terbatas. Kondisi ini juga dapat menimbulkan biaya 

pemeliharaan tanpa diikuti peningkatan fungsi dan utilisasi aset. 

Permasalahan berikutnya terdapat pada hubungan antara perencanaan 

kebutuhan dan evaluasi aset. Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) telah 

digunakan sebagai acuan dalam perencanaan BMN. Namun, penerapannya belum 

selalu dihubungkan secara menyeluruh dengan kondisi, fungsi, dan kinerja aset 

yang telah tersedia. Akibatnya, keputusan mengenai pengadaan, pembangunan, 

rehabilitasi, sewa, redistribusi, dan penggunaan bersama belum selalu berdasarkan 
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perbandingan yang utuh antara kebutuhan normatif dan kondisi aktual aset. 

Pemantauan dan evaluasi aset juga telah dilakukan, tetapi hasilnya belum 

selalu diterjemahkan menjadi keputusan dan tindak lanjut yang terukur. Data 

kebutuhan, kondisi aset, legalitas, serta hasil pengawasan dapat tersedia dalam 

dokumen dan sistem yang berbeda. Ketika informasi tersebut belum terhubung 

dengan klasifikasi keputusan, penanggung jawab, kebutuhan anggaran, dan target 

waktu, penyelesaian permasalahan aset dapat berlangsung lambat. Fakta awal 

tersebut mengindikasikan bahwa ketidakoptimalan penggunaan dan pemanfaatan 

BMN tidak hanya ditandai oleh keberadaan aset yang idle dan underutilized, tetapi 

juga oleh aset yang tidak sesuai fungsi, tidak layak, dan tidak tertib legalitas. 

Kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas data, status penguasaan, kondisi fisik, 

fungsi, utilisasi, perencanaan, pemeliharaan, pemantauan, dan tata kelola. 

Secara konseptual, optimalisasi BMN merupakan proses memilih keputusan 

aset yang paling tepat berdasarkan kebutuhan organisasi, kondisi aktual, legalitas, 

alternatif tindakan, dan keterbatasan sumber daya. Optimalisasi tidak hanya 

berbentuk pemanfaatan aset untuk memperoleh penerimaan. Optimalisasi juga 

dapat dilakukan melalui penertiban penggunaan, redistribusi, penggunaan bersama, 

rehabilitasi, perubahan fungsi, pemanfaatan produktif, atau pengadaan baru apabila 

kebutuhan tidak dapat dipenuhi melalui aset yang tersedia. Pandangan ini 

menempatkan optimalisasi sebagai proses pengambilan keputusan aset, bukan 

hanya peningkatan intensitas penggunaan atau penerimaan negara. 

Praktik pengelolaan aset di beberapa negara menunjukkan bahwa 

optimalisasi aset publik memerlukan pendekatan strategis, berbasis data, dan 

berorientasi pada nilai manfaat. Inggris menerapkan konsolidasi portofolio gedung 

pemerintah melalui Government Hubs Programme dengan menggabungkan 

penggunaan ruang antarinstansi, menutup gedung yang kurang dimanfaatkan, dan 

memindahkan pegawai ke fasilitas bersama. Pendekatan ini bertujuan 

meningkatkan utilisasi ruang sekaligus mengurangi biaya sewa dan biaya 

operasional properti pemerintah (OECD, 2026). Korea Selatan mengembangkan 

sistem digital pengelolaan properti nasional untuk memperkuat transparansi dan 
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mendukung pengambilan keputusan aset (Kim & Park, 2020). Sementara itu, 

Filipina menerapkan program pendayagunaan aset publik untuk mengarahkan aset 

yang tidak digunakan menjadi sumber penerimaan sekaligus mendukung pelayanan 

publik (Santos, 2022). Praktik tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi aset tidak 

cukup dilakukan melalui pencatatan administratif, tetapi membutuhkan data yang 

andal, evaluasi kinerja, koordinasi lintas unit, serta keputusan yang 

mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kondisi aktual aset. 

Laporan kebijakan internasional memperkuat arah pengelolaan aset 

tersebut. OECD (2019) mendorong penggunaan pendekatan biaya siklus hidup atau 

life-cycle costing agar keputusan aset tidak hanya berfokus pada biaya awal. World 

Bank (2021) menekankan bahwa transformasi digital dan pemanfaatan data yang 

terintegrasi dapat mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya 

publik. McKinsey & Company (2023) juga memperkirakan bahwa pemanfaatan 

aset secara bersama dapat membuka peluang efisiensi anggaran, meskipun hasilnya 

bergantung pada karakter aset, lokasi, kebutuhan pengguna, dan kapasitas 

organisasi. Secara keseluruhan, kajian tersebut menegaskan perlunya pengelolaan 

aset yang berbasis data, kolaboratif, terhubung dengan perencanaan, dan 

berorientasi pada peningkatan manfaat aset. 

Dari sisi akademik, penelitian mengenai BMN di Indonesia masih banyak 

menekankan aspek akuntansi, penatausahaan, dan pelaporan. Wahyuni et al. 

(2021), misalnya, menekankan pentingnya digitalisasi manajemen aset untuk 

meningkatkan transparansi. Hariyanto dan Narsa (2018) menyoroti peran 

kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung kualitas pengelolaan BMN. 

Sementara itu, Gavrikova et al. (2020) menghubungkan pengelolaan aset publik 

dengan efisiensi pelayanan. Penelitian tersebut memberikan landasan penting bagi 

pengembangan tata kelola aset, tetapi belum mengintegrasikan kebutuhan normatif, 

kondisi aktual, kinerja aset, dan klasifikasi keputusan dalam satu model 

operasional. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan 

pendekatan yang menghubungkan standar kebutuhan, evaluasi kinerja aset, dan 

tindak lanjut pengelolaan secara terpadu. 
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Dalam konteks Kementerian Keuangan, Standar Barang dan Standar 

Kebutuhan merupakan instrumen penting dalam menentukan kebutuhan normatif 

gedung kantor dan rumah negara. SBSK menunjukkan apakah aset yang tersedia 

sesuai, melebihi, atau kurang dari kebutuhan organisasi. Namun, SBSK belum 

cukup untuk menggambarkan kondisi fisik, legalitas, fungsi, utilisasi, biaya, dan 

kinerja aktual aset. Oleh karena itu, SBSK perlu dihubungkan dengan Asset 

Performance Review (APR), yaitu penilaian yang digunakan untuk 

menggambarkan kondisi dan kinerja aktual aset. Integrasi keduanya 

memungkinkan organisasi membandingkan kebutuhan normatif dengan keadaan 

riil sebagai dasar penetapan keputusan aset. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan literatur yang ditelaah, masih terdapat 

dua kesenjangan penelitian. Pertama, kajian yang mengintegrasikan SBSK dan 

APR dalam pengelolaan gedung kantor dan rumah negara di Kementerian 

Keuangan masih terbatas. SBSK menjelaskan kebutuhan normatif, sedangkan APR 

menjelaskan kondisi dan kinerja aktual. Tanpa integrasi keduanya, keputusan aset 

berisiko hanya berdasarkan usulan kebutuhan atau hanya berdasarkan kondisi fisik, 

tanpa menghubungkan kebutuhan organisasi dengan performa aset yang telah 

tersedia. 

Kedua, berdasarkan literatur yang ditelaah dalam penelitian ini, belum 

ditemukan model yang secara khusus mengintegrasikan asset repurposing, asset 

integration, SBSK, dan APR dalam pengelolaan gedung kantor dan rumah negara 

di Kementerian Keuangan. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas 

pemanfaatan melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, atau penghapusan. Strategi 

perubahan fungsi aset dan integrasi penggunaan lintas unit belum banyak 

ditempatkan sebagai bagian dari sistem keputusan yang dimulai dari validasi data, 

penyelesaian legalitas, analisis kebutuhan, penilaian kinerja, klasifikasi tindakan, 

dan pemantauan tindak lanjut. 

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui pengembangan model 

keputusan aset yang mengintegrasikan penguatan data dan tata kelola, tahap 

penyelesaian aspek legalitas dan penguasaan aset (legal clearance), pemisahan 
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jalur keputusan antara gedung kantor dan rumah negara, Standar Barang dan 

Standar Kebutuhan, Asset Performance Review, klasifikasi keputusan aset, serta 

dashboard tindak lanjut. Dalam penelitian ini, legal clearance dimaknai sebagai 

proses untuk memastikan kejelasan dokumen kepemilikan, status penggunaan, 

penguasaan fisik, perizinan, dan aspek hukum lain yang diperlukan sebelum 

penetapan keputusan aset. Model tersebut diarahkan agar pengelolaan aset tidak 

berhenti pada pencatatan dan identifikasi masalah, tetapi menghasilkan keputusan 

yang jelas, penanggung jawab, batas waktu, indikator keberhasilan, dan mekanisme 

evaluasi. 

Kementerian Keuangan dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki 

peran strategis sebagai pengguna BMN sekaligus institusi yang menjalankan fungsi 

pengelolaan dan pembinaan BMN secara nasional. Berdasarkan Laporan Barang 

Milik Negara Tahun 2024 Audited, nilai netto BMN Kementerian Keuangan per 31 

Desember 2024 mencapai Rp113,88 triliun. Nilai tersebut bukan yang terbesar 

dibandingkan kementerian lain, tetapi posisi kelembagaan Kementerian Keuangan 

memberikan dampak strategis karena kebijakan dan inovasi pengelolaan BMN 

yang dikembangkan berpotensi menjadi rujukan bagi kementerian atau lembaga 

lainnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk 

menganalisis penyebab ketidakoptimalan penggunaan dan pemanfaatan BMN 

berupa gedung kantor dan rumah negara di Kementerian Keuangan. Penelitian ini 

juga diarahkan untuk merumuskan model yang menghubungkan kebutuhan, kondisi 

aset, legalitas, kinerja, keputusan, dan tindak lanjut. Model tersebut diharapkan 

dapat mendukung peningkatan utilisasi aset, penurunan aset idle dan underutilized, 

pengurangan ketergantungan terhadap sewa, penguatan tata kelola, serta 

pencapaian efisiensi fiskal dan value for money. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil telaah latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

sejumlah permasalahan pokok dalam penelitian ini, antara lain: 
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1. Sebagian gedung kantor dan rumah negara berada dalam kondisi idle, 

underutilized, tidak sesuai fungsi, tidak layak, atau tidak tertib legalitas. 

2. Masih terdapat satuan kerja yang membutuhkan ruang atau menempati gedung 

sewa, sedangkan pada unit atau wilayah lain masih terdapat aset yang idle, 

underutilized, atau belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

3. Sebagian rumah negara belum dilengkapi Surat Izin Penghunian, tidak dihuni, 

dihuni oleh pihak yang tidak sesuai ketentuan, atau berada dalam kondisi tidak 

layak. 

4. Data, legalitas, kondisi fisik, fungsi, dan status penguasaan sebagian aset belum 

sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan. 

5. SBSK belum terintegrasi secara konsisten dengan penilaian kondisi dan kinerja 

aktual aset. 

6. Keputusan redistribusi, penggunaan bersama, perubahan fungsi aset (asset 

repurposing), rehabilitasi, pemanfaatan, dan tindak lanjut belum didukung oleh 

mekanisme lintas unit yang terintegrasi dan terukur. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dijabarkan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengapa penggunaan dan pemanfaatan BMN berupa gedung kantor dan rumah 

negara di Kementerian Keuangan belum optimal? 

2. Bagaimana model optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan BMN berupa 

gedung kantor dan rumah negara yang dapat diterapkan di Kementerian 

Keuangan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, antara lain: 

1. Menganalisis penyebab ketidakoptimalan penggunaan dan pemanfaatan 

BMN berupa bangunan gedung kantor dan rumah negara di Kementerian 
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Keuangan. 

2. Merumuskan model optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan BMN 

berupa bangunan gedung kantor dan rumah negara melalui integrasi SBSK, 

APR, keputusan aset, dan mekanisme tindak lanjut yang terukur. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Memperkaya kajian administrasi publik dan manajemen aset negara melalui 

pengembangan keterkaitan antara pengelolaan BMN, SBSK, APR, dan 

pengambilan keputusan aset. 

2. Manfaat praktis 

Memberikan rekomendasi bagi Kementerian Keuangan dalam 

meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan gedung kantor dan rumah 

negara, termasuk melalui penertiban data dan legalitas, redistribusi, 

penggunaan bersama, rehabilitasi, dan pemanfaatan aset. 

3. Manfaat kebijakan 

Memberikan masukan bagi penguatan tata kelola BMN yang transparan, 

akuntabel, efektif, dan efisien, serta mendukung pengambilan keputusan 

berbasis data dan kinerja aset. 

4. Manfaat pengembangan 

Menjadi referensi awal bagi pengujian atau adaptasi model pada 

kementerian atau lembaga lain dengan memperhatikan karakter organisasi, 

jenis aset, dan ketentuan yang berlaku. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian disusun 

untuk menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Ketidakoptimalan penggunaan dan pemanfaatan BMN berupa bangunan 

gedung kantor dan rumah negara di Kementerian Keuangan disebabkan oleh 

tujuh persoalan yang saling berkaitan, antara lain: 

a. kualitas data dan penyelesaian legalitas yang belum konsisten; 

b. ketidaksesuaian fungsi, lokasi, dan distribusi aset dengan kebutuhan 

organisasi; 

c. pengelolaan utilisasi dan portofolio aset yang belum aktif; 

d. pemanfaatan BMN yang belum dikelola sebagai portofolio potensi yang 

terukur; 

e. pemeliharaan yang masih reaktif; 

f. belum terintegrasinya perencanaan, evaluasi kinerja, dan keputusan 

anggaran; dan 

g. kapasitas pelaksana dan tata kelola tindak lanjut yang belum seragam. 

Pada sisi penggunaan, persoalan tersebut terlihat pada aset yang menganggur 

(idle), kurang dimanfaatkan, tidak sesuai fungsi, tidak layak, tidak tertib 

legalitas, dan tidak terdistribusi sesuai kebutuhan. Sedangkan pada sisi 

pemanfaatan, persoalan terlihat pada potensi objek yang belum seluruhnya 

dipetakan, target yang belum sepenuhnya berbasis potensi aktual, keterbatasan 

informasi objek, hambatan legalitas dan status penggunaan, serta pemantauan 

perjanjian yang belum seragam.  

Temuan utama penelitian menunjukkan adanya keterputusan antara informasi 

aset dan keputusan aset. Data, SBSK, kondisi fisik, utilisasi, potensi 

pemanfaatan, biaya, hasil pengawasan, dan kebutuhan unit belum selalu diolah 

menjadi keputusan yang memuat pilihan tindakan, penanggung jawab, 

kebutuhan anggaran, dan target penyelesaian. 
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2. Model yang dirumuskan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah Model 

Asset Repurposing and Integration berbasis SBSK dan Asset Performance 

Review. Model ini menghubungkan tiga lapisan, yaitu penguatan data dan tata 

kelola, analisis kebutuhan normatif dan kinerja aktual aset, serta penetapan 

pilihan optimalisasi. Penerapannya dilakukan melalui enam tahap, yaitu 

validasi dan integrasi data, penyelesaian legalitas dan penapisan awal, 

pemisahan jalur keputusan penggunaan dan pemanfaatan, analisis SBSK dan 

APR, klasifikasi dan keputusan aset, serta pemantauan tindak lanjut melalui 

dasbor. Model tersebut menjawab rumusan masalah kedua karena mampu 

membedakan penggunaan dan pemanfaatan, menghubungkan hasil evaluasi 

dengan pilihan keputusan, serta memastikan setiap tindakan dapat dipantau 

sampai selesai. Model juga menempatkan optimalisasi aset eksisting, 

penggunaan bersama, redistribusi, perubahan fungsi, dan pemanfaatan sesuai 

ketentuan sebagai alternatif sebelum organisasi memilih sewa atau pengadaan 

baru. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, saran diarahkan untuk menciptakan kondisi 

yang memungkinkan Model Asset Repurposing and Integration diterapkan secara 

konsisten di unit kerja, antara lain: 

1. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan melakukan pembahasan internal 

bersama unit terkait untuk menyusun strategi implementasi, pembagian peran, 

jadwal, dan target penerapan. 

2. menyusun pedoman teknis yang memuat profil aset, validasi data dan legalitas, 

analisis SBSK dan Asset Performance Review, klasifikasi aset, matriks 

keputusan, serta dasbor tindak lanjut. 

3. menetapkan unit percontohan berdasarkan besarnya portofolio aset, keberadaan 

aset idle atau underutilized, belanja sewa, masalah legalitas, ketimpangan 

distribusi, dan potensi pemanfaatan. 
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4. melaksanakan pembenahan data, penyelesaian legalitas, analisis kebutuhan dan 

kinerja aset, serta penetapan keputusan per objek. 

a. menyusun rencana tindak lanjut yang memuat penanggung jawab, kebutuhan 

anggaran, target waktu, indikator keberhasilan, dan status penyelesaian. 

b. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada unit eselon I dan satuan kerja. 

c. menyampaikan model dan pedoman penerapannya melalui nota dinas atau surat 

edaran resmi. 

d. mengevaluasi hasil pilot project, menyempurnakan model, dan memperluas 

penerapannya secara bertahap dengan pemantauan melalui dashboard 

monitoring. 
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